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BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARA' ﬂ

T =

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG |
NOMOR 92 TAHUN 2020 |

TENTANG |

(AT DAERAH -

JUMLAH UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKA I‘NG[‘)!\}' R .
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYA !

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 136 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan .
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa
untuk  kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan
yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Jumlah
Uang Persediaan bagi SKPD Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 1I Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penycle.nggaraan Negara yang Bersih dan Beb
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '3:85 1);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47 Tambah
_ , an Le
Republik Indonesia Nomor 4286); wammn. Negera

as dan

T —————
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10.

11.

Chiedlavnge Undang, Nomon I Tahun 2004 lentang
Perbendaharnan  Nepara (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4355);

Undang Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemertksaoan Pengelolaan  dan Tangpungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 066, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011  Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);




12. Peraluran Dacrah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lLembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Daecrah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013
Nomor 19, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Bengkayang Nomor 19),

13. Pcraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Dacrah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN

BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

=

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
Pemerir-ltah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonorm' dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dg_lam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
clhgrzgksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Pemeri 1 '
penyeﬁt;?mgagzﬁer?giihan%i};?:h dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.

Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemeri
ben 2 barany p pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

Saluan Kerja Pengelola Keuangan Dacral yang  sclanjulnya disingkal
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan  pengelolaan

keuangan daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dacrah adalah Kepala Daerah
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang sclanjutnya
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak scbagai bendahara umum dacrah.
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Dacrah yang
dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daecrah menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran unluk melaksanakan lugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah  pejabat  fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna
Anggaran.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan
dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
dasar penerbitan SPP.
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BAB I
MEKANISME UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

(1) Berdasarkan Surat Penyediaun Dana (SPD) atau dokumen  lain yang
dipersamakan dengan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan  SPP
kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-

SKPD.
(2) SPP sebagaimana dima ksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
¢. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
d. SPP Langsung (SPP-LS).

Pasal 3

(1) SPP Uang Pcrs_cdiaan (SPP-UP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(2) ‘huruf a dlpergu_nakan untuk mengisi uang persediaan (UP) masing-
kma§xrz§ Satuan Ker_lla Pemerintah Daerah (SKPD) dalam melaksanakan

egiatan operasional sehari-hari dan Pengajuan Uang Persediac
dilakukan sekali dalam setahun. - S GRIRECERT Rt



(3)

(4)

(7)

(8)

)

(10)

SPP Ganli Uang (SPP-GU) sehagaimana dimakead dalanm panal 2 oayal (2
huruf b dipergunakan untuk mengant U persedinan

vang  siudak
terpakai dengan besaran sejumlah Sin Penpg

naan vang persediaan yang
telah disahkan pada periode tertentu, Pengajuan SPP GU muksimasl 2 (dis)
kali dalam scbulan dan pada bulan Desember Tahon Anpggaran 20000 dipist
lebih dari 2 (dua) kali guna menyesuaikan denginn vondin o, kebijakarn
daerah pada akhir tahun.

SPP Tambahan Uang (SPP-TU) schagaimana dimaksud dalam pasial 2 ayat
(2) huruf ¢ dipergunakan hanya untuk memintakan tambahan Huany,
apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus
dikclola olch Bendahara Pengeluaran  dan Uang  Perwediaan  tidalk
mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang i::in,' maka
Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan  SPP-TU. Batas  jumlsh
pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan  dari  PPKD dengan
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan,

SPP Langsung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud dalam put-;ul.’/j. ayat .(’/.;
huruf d dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga

dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Pasal 4

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-
pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh

persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui
PPK-SKPD dalam rangka pengisian Uang Persediaan (UP).

Sistem pemberian Uang Persediaan (UP) dilakukan dengan mekanisme

Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara pemberian
Uang Persediaan (UP).

Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu
yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan

operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung,

UP sebagaimana dimaksud dalam

Uang Persediaan (UP) belum membebani realisasi anggaran.
Uang Persediaan (UP) berjumlah selaly tetap pada setiap periode.

Uang Persediaan (UP) dapat digunakan untuk se

kegiatan yang telah ditetapkan untuk dibayar de
Persediaan (UP).

gala jenis belanja dari

(revolving).

Pengisian kembali Uang Persediaan (UP) sebagaimana disebutkan pada
ayat (1), diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah

dipc?rtanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen)
dari total Uang Persediaan (UP).

SPP-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban
yang telah disahkan.

Sisa dana Uang _Persediaan (UP) yang masih tersisa pada akhir tahun
az_lﬁaran harus disetor kembali ke kas daerah setelah diterbitkan SPP GU
nihil.
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(11 Perlutunpan UR uniuk kepecluan belanga angsung. SKPD ditentukan secara
proporsional berdasarkan platon anggaran belanja pegawar dan belanga
Darang dan jasa SKPD berkenanan Tahun .'\llg:!'_;nnn 2020 denpan hesaran UR
UOTUR masing masing SKEPD tercantum dalam Lampiran . Peraturan Bupaf
mni.

(2 P qp : ;

() Jumlah UP sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) merupakan pagu tertinggl.

A lesar D i 13

(3 Besaran UP sebagaimana dunaksud padacayat (2) tercantum dalam Lampiran

merupakan bagian tidak terpisahkan dact Peraturan Bupat it

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupad ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar \:tmp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Bengkayang,

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Januari 2020
Plt. BUPATI BENGKAYANG,
ttd
AGUSTINUS NAON
Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
ttd
OBAJA
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

A8 ag1m1 Hukum
3 {ah. Bengkayang




